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ABSTRACT 
Effective communication between the government and the public plays a vital role in establishing 
good governance. One communication tool utilized by the government is public service 
advertisements. This study examines the speech act strategies in the public service announcement 
titled "Berani Bicara Benar" ("Dare to Speak the Truth") which aims to enhance public participation 
in elections through messages that emphasize courage, honesty, and integrity. The analysis employs 
speech act theory and administrative law perspectives, specifically related to accountability, legality, 
public participation, and information transparency. The findings indicate that the speech act strategies 
used, such as directive and persuasive acts, effectively encourage the public to actively participate in 
filtering information and monitoring elections, thereby reinforcing good governance principles and 
the function of administrative law in supporting a fair democratic process. 
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PENDAHULUAN 

Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan 

masyarakat merupakan elemen penting dalam 

membangun tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance). Salah satu instrumen yang sering 

digunakan untuk menyampaikan pesan pemerin-tah 

adalah iklan layanan masyarakat. Melalui iklan layan-

an masyarakat, pemerintah dapat mengedukasi, 

memengaruhi, dan mengajak masyarakat untuk 

mendukung program-program strategis negara. 

Video bertajuk “Berani Bicara Benar” yang dita-

yangkan oleh akun @bawaslu_ri, menunjukkan 

salah satu upaya pemerintah dalam menggunakan 

media visual untuk menyampaikan pesan penting 

mengenai program peningkatan kualitas informasi 

publik. 

Tindak tutur yang digunakan dalam iklan ter-

sebut tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, 

tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab 

hukum pemerintah dalam menjaga hubungan baik 

dengan masyarakat. Itu selaras dengan Searle (1969) 

dan Austin (1962) yang telah menguraikan peran 

penting tindak tutur dalam interaksi sosial, termasuk 

antara pemerintah dan warga negara. Oleh karena 

itu, kajian mengenai tindak tutur dalam iklan peme-

rintah ini sangat relevan untuk memahami bagai-

mana negara menjalankan fungsinya melalui komu-

nikasi publik yang sah secara hukum. 

Berkaitan dengan tindak tutur dalam komu-

nikasi pemerintah, terdapat beberapa penelitian 

terdahulu, antara lain penelitian Government Commu-

nication Strategies in Public Service Announcements: Legal 

and Linguistic Perspectives. Artikel ini menyoroti pen-

tingnya strategi komunikasi yang jelas dan trans-

paran dalam iklan pemerintah, serta implikasi hu-

kumnya terhadap akuntabilitas publik (Smith, R. & 

Jones, T., 2023); artikel berjudul Legal Constraints in 

Public Communication: The Role of Administrative Law 

in Media Messaging yang membahas bagaimana hu-

kum administrasi negara mempengaruhi dan me-

ngatur pesan-pesan yang disampaikan pemerintah 

melalui media, dengan fokus pada aspek legalitas 
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dan transparansi (Martinez, L. 2022); artikel ber-

judul Speech Act Theory in Government Communication: 

Application in Public Campaigns yang membahas pe-

nerapan teori tindak tutur dalam komunikasi pe-

merintahan, dengan fokus pada efektivitas perin-

tah dan ajakan dalam iklan layanan Masyarakat 

(Chen, Y. & Liu, H. 2021); artikel berjudul Public 

Trust and Legal Commu-nication: Balancing Persuasion 

and Regulation yang mengeksplorasi bagaimana pe-

merintah dapat menggunakan tindak tutur secara 

efektif tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum ad-

ministrasi negara (O'Connor, D. 2023); dan artikel 

berjudul Good Governance and Public Speech: Legal and 

Linguistic Aspects yang menyoroti peran bahasa da-

lam pemerintahan yang baik dan pentingnya tindak 

tutur yang efektif dalam iklan layanan Masyarakat 

untuk mempromosikan transparansi dan partisi-

pasi public (Müller, K., 2023). 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah 

disebutkan, terlihat bahwa tindak tutur dalam ko-

munikasi pemerintah memiliki berbagai dimensi 

penting yang saling berhubungan, termasuk aspek 

hukum, bahasa, dan akuntabilitas publik. Namun, 

bagaimana dengan strategi tindak tutur yang digu-

nakan dalam iklan? Bagaimana pendekatan hukum 

administrasi negara dalam iklan? Oleh karena itu, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kon-

tribusi baru dengan menggabungkan teori tindak 

tutur dengan perspektif hukum administrasi ne-

gara dalam konteks komunikasi publik melalui 

iklan layanan masyarakat. Berbeda dengan peneliti-

an sebelumnya yang hanya fokus pada aspek li-

nguistik atau hukum saja, penelitian ini menekan-

kan pada bagaimana pemerintah dapat mengguna-

kan tindak tutur yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

good governance dan peraturan hukum yang berlaku. 

Selain itu, penelitian ini juga menawarkan analisis 

baru mengenai strategi tindak tutur dalam mening-

katkan partisipasi masyarakat dan menjaga keper-

cayaan publik terhadap program-program peme-

rintah. 

 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tindak Tutur Komisif dalam Komunikasi Politik 

Menurut penelitian oleh Kim dan Park (2022), 

tindak tutur komisif sering digunakan dalam iklan 

politik untuk menjanjikan atau menegaskan ko-

mitmen. Strategi ini dimaksudkan untuk meyakin-

kan audiens bahwa pihak yang berbicara akan me-

megang komitmennya terhadap nilai atau tindak-

an tertentu. Dalam konteks iklan Bawaslu, tindak 

tutur komisif dapat berfungsi sebagai pernyataan 

janji atau dukungan terhadap transparansi dalam 

pemilu, sehingga memperkuat pesan yang ingin 

disampaikan tentang pentingnya keberanian dan 

kejujuran dalam berpolitik.  

Beberapa artikel internasional baru-baru ini 

menunjukkan bahwa transparansi menjadi kunci 

utama dalam hukum administrasi global untuk 

menghadapi tantangan komunikasi publik di era di-

gital. Dengan meningkatnya penggunaan media di-

gital, pemerintah di berbagai negara dituntut untuk 

menyajikan informasi yang dapat diakses dan diveri-

fikasi oleh masyarakat. Transparansi ini membantu 

meningkatkan kepercayaan publik serta memung-

kinkan akuntabilitas atas kebijakan dan keputusan 

pemerintah, terutama pada saat penanganan krisis 

atau pelaksanaan program yang berdampak luas 

(Alvarez, 2023; George Washing-ton Law Review, 

2022). 

 

Tindak Tutur Direktif dalam Pemberdayaan 

Masyarakat 

Chen dan Huang (2023) menyoroti bahwa tindak 

tutur direktif digunakan dalam komunikasi publik 

untuk mendorong atau mengarahkan audiens me-

ngambil tindakan tertentu. Penggunaan tindak tutur 

direktif dalam iklan Bawaslu, misalnya, dapat dilihat 

sebagai upaya mendorong masyarakat untuk bersi-

kap jujur dan aktif melaporkan pelang-garan pemilu. 

Teori ini menjelaskan bagaimana direktif dapat 

memberikan arahan eksplisit kepada masyarakat 

untuk terlibat secara aktif dalam menjaga integritas 

pemilu. 
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Dalam perspektif hukum administrasi ne-

gara, pemberdayaan masyarakat menekankan pada 

akses komunitas terhadap hak-hak hukum serta 

keterlibatan aktif dalam proses pengambilan kepu-

tusan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

sosial dan keadilan. Pemberdayaan hukum berfo-

kus pada membantu komunitas memahami dan 

memanfaatkan hukum untuk melindungi hak-hak 

mereka, terutama bagi kelompok rentan yang se-

ring menghadapi ketidaksetaraan dan sulit meng-

akses keadilan. Konsep ini sering diterapkan mela-

lui peningkatan literasi hukum, dukungan advo-

kasi, dan pelatihan berbasis masyarakat yang mem-

perkuat posisi mereka dalam berpartisipasi dalam 

proses administratif dan kebijakan publik (Namati, 

2021; The Fund for Global Human Rights, 2021). 

 

Tindak Tutur Ekspresif dalam Memengaruhi 

Emosi Audiens 

Dalam kajian yang dilakukan oleh Liao dan Wong 

(2023), tindak tutur ekspresif ditemukan mampu 

membangkitkan emosi audiens untuk memper-

kuat pesan moral yang disampaikan. Iklan Bawaslu 

yang menggunakan tindak tutur ekspresif, seperti 

ekspresi keprihatinan atau apresiasi terhadap kebe-

ranian publik, akan membantu menciptakan reso-

nansi emosional dengan audiens. Pendekatan ini 

bertujuan membangun hubungan empati antara 

lembaga pengawas pemilu dengan masyarakat, me-

negaskan pesan iklan bahwa keberanian berbicara 

benar adalah tindakan terpuji. 

 

Teori Tindak Tutur Representatif dalam 

Penegasan Nilai Hukum dan Etika 

Penelitian oleh Taylor dan Martin (2022) menje-

laskan bahwa tindak tutur representatif diguna-kan 

dalam iklan untuk menyampaikan fakta atau per-

nyataan yang mewakili posisi etis lembaga atau pe-

merintah. Dalam konteks Bawaslu, tindak tutur 

representatif berfungsi untuk memperkuat pesan 

tentang kejujuran dan integritas sebagai nilai-nilai 

hukum dan etika yang harus dijunjung tinggi da-

lam proses pemilu. Dengan menggunakan tindak 

tutur representatif, iklan tersebut menyampaikan 

bahwa keberanian untuk berbicara benar merupa-

kan kontribusi nyata bagi tegaknya hukum. 

 

Tindak Tutur Asertif dalam Komunikasi Pe-

merintahan 

Menurut kajian oleh Xu dan Li (2023), tindak tu-

tur asertif digunakan untuk mengklaim atau me-

negaskan posisi tertentu. Dalam iklan Bawaslu, 

tindak tutur ini bisa muncul sebagai pernyataan 

tegas bahwa lembaga tersebut mendukung keter-

bukaan dan transparansi. Teori ini mendukung ga-

gasan bahwa tindak tutur asersif diperlukan untuk 

mengkomunikasikan komitmen institusional yang 

kuat dalam melindungi hak publik, terutama di 

konteks pemilu yang bebas dari manipulasi atau 

kecurangan.  

Banyak studi yang menyarankan bahwa ko-

munikasi pemerintah yang efektif memerlukan 

dukungan kerangka hukum administrasi yang me-

libatkan pemangku kepentingan secara aktif. Pen-

dekatan ini menciptakan peluang bagi masyarakat 

untuk berperan serta dalam mekanisme penga-

wasan dan evaluasi kebijakan, serta memperkuat 

kolaborasi antara berbagai sektor dalam mencapai 

tujuan bersama. Dengan demikian, hukum admi-

nistrasi negara mendukung komunikasi peme-

rintah yang lebih inklusif dan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat (Oxford Academic, 2022; 

German Law Journal, 2023). 

 

Tindak Tutur Persuasif dalam Konteks Sosial 

dan Hukum 

Penelitian oleh Singh dan Patel (2023) menemukan 

bahwa tindak tutur persuasif memiliki peran pen-

ting dalam kampanye publik, terutama ketika ter-

kait dengan pemahaman publik terhadap isu hu-

kum. Dengan menggunakan tindak tutur persuasif, 

iklan Bawaslu berusaha membentuk opini masya-

rakat tentang pentingnya peran mereka dalam me-

ngawasi pemilu. Pendekatan ini bertujuan untuk 

menggerakkan masyarakat untuk bertindak de-

ngan cara yang konsisten dengan nilai-nilai kejujur-

an dan keberanian yang diinginkan Bawaslu. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan 

menginterpretasikan strategi tindak tutur dalam 

iklan pemerintah (Hammersley, 2023). Pendekatan 

ini sangat efektif dalam mengeksplorasi makna dan 

tujuan dari tindak tutur, serta dampaknya terhadap 

audiens. Desain deskriptif ini memungkinkan pe-

neliti untuk menggali elemen-elemen komunikasi 

yang tersembunyi dan menganalisisnya berdasar-

kan perspektif hukum administrasi negara.  

Data dianalisis menggunakan analisis tema-

tik, yang melibatkan identifikasi tema utama ber-

dasarkan jenis tindak tutur yang digunakan dan kon-

teks hukumnya (Braun & Clarke, 2023). Analisis 

tematik ini memungkinkan peneliti untuk menghu-

bungkan strategi tindak tutur dalam iklan dengan 

elemen-elemen hukum administrasi negara, terma-

suk prinsip partisipasi publik, legalitas, dan akunta-

bilitas. Pendekatan tematik juga berguna dalam 

mengidentifikasi pola-pola umum yang muncul 

dalam tindak tutur untuk memahami dampaknya 

pada persepsi audiens terhadap pesan yang disam-

paikan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel Data 1 

Cuplikan 
Iklan 

Strategi 
Tindak 
Tutur 

Aspek Hukum 
Administrasi 

Negara 

“Lho, emang itu 
berita benar?” 

Direktif 
Prinsip 
Akuntabilitas 

 

Data di atas merupakan cuplikan iklan Berani 

Bicara Benar yang dapat dianalisis sebagai berikut. 

 

Tinjauan pada Aspek Tindak Tutur 

Merujuk pada Chen dan Huang (2023), tindak tutur 

tersebut merupakan bentuk direktif, digunakan 

dalam komunikasi publik untuk mendorong atau 

mengarahkan pemirsa untuk mengambil tindakan 

tertentu. Strategi tindak tutur ini bertujuan untuk 

memunculkan pertanyaan di benak pemirsa menge-

nai kebenaran suatu berita. 

 

Tinjauan pada Aspek Hukum Administrasi 

Negara 

Keraguan yang diungkapkan melalui kalimat ter-

sebut mengindikasikan bahwa terdapat kebutuhan 

akan verifikasi kebenaran informasi yang disampai-

kan oleh otoritas atau sumber berita resmi. Trans-

paransi yang memadai akan membantu menghi-

langkan keraguan semacam ini, sebab informasi 

yang jelas, faktual, dan mudah diakses memung-

kinkan publik untuk langsung menilai kebenaran 

suatu berita. Selanjutnya, pertanyaan dalam kalimat 

tersebut menunjukkan kekhawatiran mengenai 

akurasi informasi yang dapat merujuk pada kinerja 

atau integritas lembaga yang mengelola informasi 

tersebut. Akuntabilitas yang kuat mengharuskan 

bahwa setiap informasi yang disampaikan benar-

benar valid dan lembaga siap mempertanggung-

jawabkan kebenarannya.  

 

Tabel Data 2 

Cuplikan 
Iklan 

Strategi 
Tindak 
Tutur 

Aspek Hukum 
Administrasi 

Negara 

“Stop Hoax dan 
Ujaran 
Kebencian” 

Direktif Prinsip Legalitas 

 

Data di atas merupakan cuplikan iklan Berani 

Bicara Benar yang dapat dianalisis sebagai berikut. 

 

Tinjauan pada Aspek Tindak Tutur 

Merujuk pada Chen dan Huang (2023), tindak 

tutur tersebut merupakan bentuk direktif, diguna-

kan dalam komunikasi publik untuk mendorong 

atau mengarahkan pemirsa untuk mengambil tin-

dakan tertentu. Strategi tindak tutur ini bertujuan 

untuk memunculkan tindakan untuk meminima-

lisasi. berita palsu dan ujaran kebencian. 

 

Tinjauan pada Aspek Hukum Administrasi 

Negara 

Dalam konteks ini, penyebaran hoax dan ujaran 

kebencian merupakan tindakan yang dapat melang-

gar ketentuan hukum yang ada, seperti UU ITE 

(Informasi dan Transaksi Elektronik) yang mela-

rang penyebaran informasi palsu dan ujaran keben-
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cian yang dapat merugikan pihak lain atau merusak 

ketertiban umum. Pernyataan "Stop Hoax dan 

Ujaran Kebencian" menekankan perlunya tindakan 

tegas dari pihak berwenang untuk menindak penye-

baran informasi yang salah atau ujaran kebencian, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

 

Tabel Data 3 

Cuplikan 
Iklan 

Strategi 
Tindak 
Tutur 

Aspek Hukum 
Administrasi Negara 

“Saring sebelum 
sharing” 

Direktif Prinsip Public Interest 

 

Data di atas merupakan cuplikan iklan Berani 

Bicara Benar yang dapat dianalisis sebagai berikut. 

 

Tinjauan pada Aspek Tindak Tutur 

Merujuk pada Chen dan Huang (2023), tindak 

tutur tersebut merupakan bentuk direktif, diguna-

kan dalam komunikasi publik untuk mendorong 

atau mengarahkan pemirsa untuk mengambil tin-

dakan tertentu. Strategi tindak tutur ini bertujuan 

untuk memunculkan tindakan memilah informasi 

sebelum membagikan ke publik. 

 

Tinjauan pada Aspek Hukum Administrasi 

Negara 

Penyebaran hoax atau informasi yang menyesatkan 

dapat merusak ketertiban sosial, menimbulkan kere-

sahan, atau bahkan merugikan individu atau kelom-

pok. Oleh karena itu, prinsip perlindungan masyara-

kat mendorong untuk menghentikan penyebaran 

informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, 

dengan mengedukasi publik tentang pentingnya 

memverifikasi berita sebelum dibagikan. Masyara-

kat harus memastikan bahwa informasi yang dibagi-

kan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak meru-

gikan pihak lain, serta mengetahui bahwa jika infor-

masi yang salah disebarkan, ada potensi untuk 

mengganggu ketertiban umum atau mencemarkan 

reputasi seseorang. 

 

Tabel Data 4 

Cuplikan 
Iklan 

Strategi 
Tindak 
Tutur 

Aspek Hukum 
Administrasi 

Negara 

“…tidak cocok 
dengan dokumen 
manapun” 

Asertif Prinsip Verifikasi 

 

Data di atas merupakan cuplikan iklan Berani 

Bicara Benar yang dapat dianalisis sebagai berikut. 

 

Tinjauan pada Aspek Tindak Tutur 

Menurut kajian oleh Xu dan Li (2023), tindak tutur 

asertif digunakan untuk mengklaim atau menegas-

kan posisi tertentu. Penggunaan kalimat ini dalam 

iklan bertujuan untuk menegaskan bahwa berita 

palsu atau hoax tidak memiliki sumber terpercaya.  

 

Tinjauan pada Aspek Hukum Administrasi 

Negara 

Dalam hukum administrasi negara, setiap dokumen 

yang digunakan dalam pengambilan keputusan ad-

ministrasi harus diverifikasi dengan cermat. Kalimat 

"tidak cocok dengan dokumen manapun" menun-

jukkan bahwa dalam suatu proses pemeriksaan, ada 

temuan bahwa informasi atau berita palsu tidak se-

suai atau tidak relevan dengan dokumen apapun. 

Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip verifikasi 

dalam pengelolaan informasi publik. Dalam hal ini, 

apabila sebuah informasi "tidak cocok dengan do-

kumen manapun," pihak yang mengeluarkan perlu 

memberikan penjelasan yang akuntabel tentang 

kenapa ketidaksesuaian tersebut terjadi, serta apa 

yang dilakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan 

masalah tersebut. Tindakan yang diambil harus bisa 

dipertanggung-jawabkan kepada publik dan pihak 

yang berkepentingan. 

 

Tabel Data 5 

Cuplikan 
Iklan 

Strategi 
Tindak 
Tutur 

Aspek Hukum 
Administrasi 

Negara 

“Yuk lebih kritis 
mencerna 
informasi!” 

Direktif 
Prinsip 
Akuntabilitas 
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Data di atas merupakan cuplikan iklan Berani 

Bicara Benar yang dapat dianalisis sebagai berikut. 

 

Tinjauan pada Aspek Tindak Tutur 

Merujuk pada Chen dan Huang (2023), tindak 

tutur tersebut merupakan bentuk direktif, diguna-

kan dalam komunikasi publik untuk mendorong 

atau mengarahkan pemirsa untuk mengambil tin-

dakan tertentu. Strategi tindak tutur ini bertujuan 

untuk memunculkan tindakan cermat dalam me-

nerima informasi. Dengan demikian, pemirsa tidak 

akan mudah untuk terpapar berita palsu atau hoax. 

 

Tinjauan pada Aspek Hukum Administrasi 

Negara 

Prinsip akuntabilitas dalam hukum administrasi 

negara menuntut agar setiap tindakan yang diambil 

oleh lembaga pemerintah dapat dipertanggungja-

wabkan kepada publik. Bawaslu, sebagai lembaga 

yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemilu, 

memiliki kewajiban untuk memberikan informasi 

yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan me-

ngenai berbagai proses pemilu, serta mengarahkan 

masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam men-

cerna informasi yang diterima. Kalimat tersebut me-

ngingatkan masyarakat bahwa akuntabilitas infor-

masi menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh 

penyedia informasi (pemerintah atau lembaga yang 

sah) maupun oleh penerima informasi (masyarakat). 

Hal ini akan membantu memastikan bahwa masya-

rakat tidak terjebak dalam informasi yang salah, 

yang dapat mengganggu proses demokrasi yang sah. 

 

Tabel Data 6 

Cuplikan 
Iklan 

Strategi 
Tindak Tutur 

Aspek Hukum 
Administrasi 

Negara 

“Kalo bukan kita 
yang mulai, siapa 
lagi?” 

Persuasif 
Prinsip Partisipasi 
Publik 

Data di atas merupakan cuplikan iklan Berani 

Bicara Benar yang dapat dianalisis sebagai berikut. 

 

Tinjauan pada Aspek Tindak Tutur 

Penelitian oleh Singh dan Patel (2023) menemukan 

bahwa tindak tutur persuasif memiliki peran pen-

ting dalam kampanye publik, terutama ketika ter-

kait dengan pemahaman publik terhadap isu hu-

kum. Dengan menggunakan tindak tutur persuasif, 

iklan Bawaslu berusaha membentuk opini masya-

rakat tentang pentingnya peran mereka dalam 

mengawasi pemilu. Adapun kalimat tersebut dapat 

digunakan dalam konteks motivasi atau persuasi, 

di mana pembicara mencoba untuk membangkit-

kan semangat atau rasa tanggung jawab pendengar. 

Ini mendorong audiens untuk bertindak dengan 

menggunakan strategi retoris untuk menumbuh-

kan rasa urgensi dan tanggung jawab. 

 

Tinjauan pada Aspek Hukum Administrasi 

Negara 

Kalimat tersebut mengandung ajakan yang kuat 

untuk berpartisipasi aktif dalam suatu proses, yang 

dalam konteks iklan Bawaslu kemungkinan besar 

berkaitan dengan pemilu atau pengawasan pemilu. 

Prinsip partisipasi publik dalam hukum adminis-

trasi negara menekankan bahwa masyarakat ber-

hak terlibat dalam pengambilan keputusan publik 

dan proses-proses administratif yang memenga-

ruhi kehidupan mereka. Dalam hal ini, Bawaslu 

mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif 

dalam proses pengawasan pemilu dan memastikan 

bahwa pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Kali-

mat ini berfungsi sebagai motivasi untuk memulai 

aksi dan mengambil inisiatif dalam menjaga integ-

ritas pemilu, dengan memberikan pemahaman 

bahwa setiap individu memiliki peran dalam men-

ciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. 

Prinsip partisipasi ini mengacu pada hak rakyat 

untuk mengawasi dan memastikan penyelenggara-

an pemilu yang bebas dari kecurangan, hoax, atau 

penyalahgunaan kekuasaan.  

 

Tabel Data 7 

Cuplikan 
Iklan 

Strategi 
Tindak 
Tutur 

Aspek Hukum 
Administrasi 

Negara 

“Yuk sukseskan 
pemilu” 

Direktif 
Prinsip Partisipasi 
Publik 

Data di atas merupakan cuplikan iklan Berani 

Bicara Benar yang dapat dianalisis sebagai berikut. 
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Tinjauan pada Aspek Tindak Tutur 

Merujuk pada Chen dan Huang (2023), tindak tutur 

tersebut merupakan bentuk direktif, digunakan da-

lam komunikasi publik untuk mendorong atau me-

ngarahkan pemirsa untuk mengambil tindakan ter-

tentu. Kalimat ini berfungsi sebagai ajakan kolektif 

untuk berpartisipasi atau mendukung pelaksanaan 

pemilu agar dapat berjalan dengan lancar dan suk-

ses. Kalimat ini secara implisit meminta audiens 

untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, baik itu 

dengan cara memilih, mengawasi, atau melakukan 

kegiatan lain yang mendukung pemilu yang sukses. 

Ini adalah bentuk ajakan yang tidak memaksa, tetapi 

mendorong orang untuk melibatkan diri dalam 

suatu tujuan bersama. 

 

Tinjauan pada Aspek Hukum Administrasi 

Negara 

Kalimat "Yuk sukseskan pemilu" berfungsi sebagai 

ajakan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam 

proses pemilu. Prinsip partisipasi publik dalam hu-

kum administrasi negara menegaskan bahwa masya-

rakat berhak dan wajib berpartisipasi dalam penge-

lolaan urusan negara, termasuk pemilu. Hukum 

administrasi negara mendorong warga negara untuk 

tidak hanya menjadi konsumen pasif informasi, 

tetapi juga untuk ikut serta dalam kegiatan yang ber-

dampak langsung pada sistem pemerintahan. De-

ngan ajakan ini, Bawaslu mengajak publik untuk 

berperan aktif dalam memastikan pemilu berjalan 

dengan jujur, adil, dan bebas dari kecurangan atau 

penyalahgunaan. Partisipasi masyarakat, baik dalam 

proses pemilihan, pengawasan, maupun penyam-

paian laporan terkait pelanggaran, sangat penting 

untuk menjaga integritas sistem pemilu. 

 

Tabel Data 8 

Cuplikan 
Iklan 

Strategi 
Tindak 
Tutur 

Aspek Hukum 
Administrasi 

Negara 

“Ayo awasi 
bersama” 

Direktif 
Prinsip Keter-
bukaan Informasi 

 

Data di atas merupakan cuplikan iklan Berani 

Bicara Benar yang dapat dianalisis sebagai berikut. 

 

Tinjauan pada Aspek Tindak Tutur 

Kalimat "Ayo awasi bersama" termasuk dalam 

kategori tindak tutur direktif, karena tujuannya 

adalah untuk mendorong atau mengajak audiens 

melakukan sesuatu, dalam hal ini, berpartisipasi da-

lam pengawasan pemilu. Tindak tutur direktif ber-

fokus pada tindakan yang diinginkan dari pende-

ngar atau audiens, yang bisa berupa permintaan, 

saran, atau ajakan untuk melakukan suatu hal. Me-

rujuk pada Chen dan Huang (2023), tindak tutur 

tersebut merupakan bentuk direktif, digunakan 

dalam komunikasi publik untuk mendorong atau 

mengarahkan pemirsa untuk mengambil tindakan 

tertentu. Meskipun kalimat ini berbentuk ajakan, 

secara implisit bisa dianggap sebagai perintah tidak 

langsung. Kalimat ini membawa implikasi bahwa 

sudah seharusnya masyarakat terlibat dalam penga-

wasan pemilu. Dengan menyatakan "Ayo awasi 

bersama", ada dorongan yang kuat bagi audiens 

untuk bertindak, meskipun tidak diberikan perintah 

langsung yang tegas. Namun, perbedaan utama 

antara perintah langsung dan perintah tidak lang-

sung di sini adalah bahwa kalimat ini tidak mengha-

ruskan tindakan seketika, tetapi mengajak audiens 

untuk merasa bertanggung jawab atas pengawasan 

pemilu. Kalimat ini menggunakan pendekatan per-

suasif, yang menyarankan agar setiap individu meng-

ambil bagian dalam mengawasi proses demokrasi. 

 

Tinjauan pada Aspek Hukum Administrasi 

Negara 

Kalimat ini juga berkaitan dengan prinsip keterbu-

kaan informasi dalam hukum administrasi negara. 

Prinsip keterbukaan informasi mengharuskan ne-

gara dan lembaga negara untuk memberikan infor-

masi yang jelas, akurat, dan transparan kepada pub-

lik tentang proses pemerintahan, termasuk pemilu. 

Dengan ajakan "Ayo awasi bersama", Bawaslu men-

dorong masyarakat untuk mengakses informasi 

terkait pemilu dan berpartisipasi dalam proses pe-

ngawasan. Dalam konteks pemilu, keterbukaan 

informasi adalah hal yang sangat penting agar mas-

yarakat dapat membuat keputusan yang informasi, 

serta dapat mengawasi apakah pemilu dilaksanakan 
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sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ke-

terbukaan ini membantu memastikan bahwa pemilu 

dapat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demo-

krasi yang baik, yaitu transparansi, keadilan, dan 

akuntabilitas. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan temuan dan hasil analisis penelitian 

ini, dapat dikemukakan kesimpulan bahwa strategi 

tindak tutur dalam iklan "Berani Bicara Benar" di-

gunakan untuk mendorong partisipasi dan tang-

gung jawab masyarakat dalam menghadapi berita 

palsu dan menjaga integritas pemilu. Tindak tutur 

direktif dan persuasif yang ditemukan pada kali-

mat-kalimat seperti “Stop Hoax dan Ujaran Ke-

bencian” dan “Yuk sukseskan pemilu” menunjuk-

kan upaya menggerakkan masyarakat untuk meng-

ambil langkah aktif dalam penyaringan informasi 

dan pengawasan pemilu.  

Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip hu-

kum administrasi negara, strategi tindak tutur ini 

mendukung aspek akuntabilitas, legalitas, partisipasi 

publik, dan keterbukaan informasi. Prinsip akunta-

bilitas menekankan tanggung jawab lembaga dalam 

memberikan informasi yang benar, sementara prin-

sip legalitas mengingatkan masyarakat tentang dam-

pak hukum dari penyebaran informasi palsu. Partisi-

pasi publik dan keterbukaan informasi dalam hu-

kum administrasi negara bertujuan mendorong ke-

terlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan 

pemilu dan memastikan akses terhadap informasi 

yang jujur dan transparan. Melalui pendekatan ini, 

iklan tidak hanya mengedukasi masyarakat tetapi 

juga memperkuat fungsi hukum administrasi dalam 

melindungi ketertiban sosial dan mendukung proses 

demokrasi yang adil. 
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